
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 1.90, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4937); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi sesuai 
arahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati 
Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2017 ten tang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau 
Morotai perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau 
Morotai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau 
Morotai Nomor 48 Tahun 2017 ten tang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau 
Morotai; 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMORoc; TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 48 
TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU MOROTAI 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROvtNSI MALUKU UTARA 
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Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai 
(Belita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 48) diubah 
sebagai beriku t: 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 48 TAHUN 
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL KABUPATEN 
PULAU MOROTAI. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undana-Undan1 Noa,eor 21 Ti 
Pemerintahan Daerah (L1n1baran N...,. 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembulm 
Republtk lndone1ta Nomor 5587) eebaptrnana telch diu1Ndl 
beberapa kali terakhir denga.n Undang·Undana NonhOf 9 
Tahun 2015 tentang perubahan kedua Ataa Undang-und..,. 
Nornor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daesab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nornor 5697); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentangperangkat Daerah (lernbaran Negara Repuplik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 2036); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 2016 
tentang pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di provinsi, 
Kabupaten/ dan Kota; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 
Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03 Tambahan 
Lembran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2). 
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Pasal 15 

( 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepend ud ukan 
mempunyai tugas dan fungsi: 
1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi Pelayanan 

Administrasi Kependudukan yang meliputi sistem informasi 
administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data 
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia 
teknologi informasi dan komunikasi; 

2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, 
pengeo1ahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola 
dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; 

Paragraf 5 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

3. Ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, diubah, sehingga 
menjadi sebagai berikut: 

2. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 tetap. 

Pa1al3 
Su au nan oraaniaaei Of nae Kependudukan dan Pencacatatan ltpll tenltrl 
dari: 
t . Kepala Dinas; 
2. Sekretarlat, membawahi: 

a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan 
b. Sub Bagian Umum. 
c. Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi: 
a. Seksi Identitas Penduduk; dan 
b. SeksiPendataan dan Pindah Datang Penduduk. 

4. Bidang Pelayanan Pencacatan Sipil, membawahi: 
a. Seksi Kelahiran;dan 
b. Seksi Perkawinan dan Penceraian dan perubahan status anak. 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 
membawahi: 
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan 
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 

6. Bidang Pengolahan Data Dan Inovasi Pelayanan, membawahi: 
a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan 
b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 

7. Jabatan Fungsional. 

anpa t, enpe 1, 
a du anpa e dlu 

m njacU be•« blrilcutt 
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4. Kcten tu an d alam Pasal 1 8, Pasal 1 9, Pasal 2 0, Pasal 2 l , Pasa 1 2 2 dan 
Pasal 23 menjadi Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan 
Pasal 26 sehingga Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi sebagai 
berikut: 

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh 
kepala seksi yang mernpunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang 
Pengelolaan Inforrnasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data 
kependudukan. 

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 
Pasal 17 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh kepala 

seksi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang 

Pengelolaan Inf or masi Administrasi l{ependudukan dalam melakukan 

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pernbinaan 

dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi 
kependudukan, tata kelola infrastuktur, jaringan komunikasi data, dan 

sumber daya manusia teknologi Informasi dan komunikasi. 

Seksi Sistem Infor rnasi Administrasi Kependudukan 
Pasal 16 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
membawahi: 
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan 
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 

admlnl trali ductukan 
Ii admtni trui duduk1n, PlftlOiahllft 

dudukan rta tata kelola din IWDber at• 
knoloat lnforn1a1l dan komunika1i; 

4. Pel na n penaelolaan infomaai admtntatraai kependudukan y1n1 
m liputi aistem tnformas! adminiatraai kependudukan, pen10labtm 
dan pen ajian data kependudukan serta tata kelola dan aumber daya 
manusia teknologi informasi dan komunlkasi; 

. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan info1n,aei 
administrasi kependudukan; dan 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tulisan. 
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Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas dan fungsi membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama 

administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan 
adrninistrasi kependudukan. 

Seksi Kerja Sama dan lnovasi Pelayanan 
Pasal 19 

(11 
PaMl 11 

tan Data dan lnovut Pe~ananan mem,...,.,.. hllM 
dan funpi: 
I. Penyu unan Perencanaan Pemanfaatan Oat.a dan lnovaal 

Pel anan yang meliputi pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovul 
pelayanan administrasi kependudukan; 

2. Perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data dan lnovasi 
Pelayanan yang meliputi pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan; 

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan 
Data dan Inovasi Pelayanan yang meliputi pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan; 

4. Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang 
meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta 
pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pemanfaatan Data dan 
Inovasi Pelayanan; dan 

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik lisan maupun tulisan. 

(2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, 
mernbawahi: 
1. Seksi Kerja Sama dan lnovasi Pelayanan; dan 
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 
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I.JERJ'r J)AJ~l<Af I KAJ3UI'A'l'l~N f'U [,AU MORO'l'Al 'l'Al--lU N zo l t) N()MC)R 

• 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal O 4 JAN LU 1J 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUB TEN PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal O 4 Ji\N ,_,J 
BUP T PULAU MOROTAI, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabu paten Pulau Morotai. 

Pasal II 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulau 
Morotai Nomor 48 Tahun 2017 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, masih tetap berlaku dan perubahannya hanya pada penambahan 1 

(satu) Bidang dan 2 (dua) Seksi. 

Pasal 24 

5. Ketentuan dalam Pasal 24 menjadi Pasal 27 dan diubah sehingga PasaJ 27 
menjadi sebagai berikut: 

pe1nblneen 
dan doku1nen 

bthan perencanaan, perumusan kebijakan teknie, 
koordinaai aerta pelaksenaan pemanfaatan data 

kependudukan. 

clan Do 
m mpunyal tupa d•n tunpt men1bmi ..,.._ 

tan Data dan lnovaai Pelayanan dawn melakuken 
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